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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu
standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi
Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Berau.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republikindonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27
Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
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Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 705);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Umum di
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang  Penyelenggaraan  Ketertiban Umum  Dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN BERAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

3. Satuan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut Satlinmas adalah
organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada dikelurahan
dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk
melaksanakan perlindungan masyarakat.

4. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol
PP sebagai aparat pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri
sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

5. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap
upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat
dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk
melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi
dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan,
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ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial
kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada
saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum,
serta membantu upaya pertahanan negara.

6. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disebut SOP Satpol PP adalah serangkaian instruksi tertulis bagi Satpol PP
dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan
masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta
penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan
Perlindungan Masyarakat.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satpol PP dan
Satlinmas dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan
ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan
tugas Satpol PP dan Satlinmas dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan Keputusan Bupati dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan
masyarakat.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4
Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan tugas operasionalnya
berpedoman pada petunjuk teknis SOP Satpol PP.

Pasal 5
(1) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP meliputi:

a. penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah;

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
pengamanan tempat penting;
patroli;
pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
tata cara apel;
unit tugas pada Satpol PP;
kode etik profesi;
Pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
Pelayanan informasi rawan bencana;

. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
pemberian penghargaan (Reward).

(2) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB III
PENDANAAN

Pasal 6
Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Berau Nomor
50 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor
50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

D1tetapkan di ’I‘anjung Redeb

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 21 »esember 2023
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